PEDOMAN PEMBAGI
PAJAK BUMI DA BANGUNAN DI KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang :-

_Mengingart‘ o

| - Biaya

BUPATI BENGKALIS

_ PERATURAN BUPATI BENGKALIS
' f \IOMOR c.S' TAHUN 2012

TENTANG -

N DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN

DENGAN ‘ AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS

alam '} rangka penerapan Pésal 4 Keputusan
Menteri K uangan Nomor . 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian -

~ dan Peng unaan Blaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, = - -
_perlu ~ diatur- ~Pedoman - Pembaglan dan ’ Penggunaan:aa?’j ,

,emungutan - Pajak Buml dan - 'Bangunan.

- di Kabupaten Bengkalis; ’ 8 S e

| bahwa b rdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud =
dalam huruf a, ‘perlu - menetapkan Peraturan - Bupati Bengkalis

tentang Pedoman Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan
Pajak Buml dan Bangunan di Kabupaten Bengkahs ;

Undang Un ang. Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

. Daerah . -Otonom = Kabupaten  dalam  Lingkungan Daerah = =
- _Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republlk Indonesua S
S Tahun 195 Nomor 25) T R LE

Undang Un ang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak - Buml" /

dan Bangunan - (Lembaran Negara  Republik' Indonesia

Tahun- 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3312), sebagalmana telah diubah dengan -

-~ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

~dan.  Ban unan: (Lembaran ~ Negara ~ Republik Indonesia ]
~Tahun - 1994 - Nomor. 62, Tambahan Lembaran' : Negara o

- _ Republik Indonesia Nomor 3569)

- Undang—Un ang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara'f&_‘f
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, -
. Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoneSIa Nomor 4286)

' Undang- Ungang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan -

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

','Nomor 5, | Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
: Nom0r4355), S o ‘ ‘




5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia’ Tahun 2004 =

- ..+ Nomor - 125, Tambahan' Lembaran - ‘Negara Repubhk Indonesia -~

. Nomor.  4437), telah - diubah - beberapa kali - = -

‘ sebagalmana
- terakhir |dengan ~Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 -
. 'tentang  Perubahan  Kedua atas - Undang Undang - Nomor 32 =

‘Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara
- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran
‘ Negara R publlk Indonesna Nomor 4844) o - N

“Keuangan| antara. Pemerintah Pusat ‘dan Pemerintahan Daerah - -
. (Lembaral Negara ‘Republik IndoneS|a Tahun 2004 Nomor 126, =

. Undang Ur(wdang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan -
' Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4438);

7. UndangU dang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan N
 Peraturan|.. . Perundangan- undangan - (Lembaran. Negara =~
-~ Republik ,ndonesua Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran o

- NegaraR publlk Indonesna Nomor 5234); SR »

8. ';Peraturan Pemenntah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembaglan
. Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan’ Bangunan antara Pemerintah -

.~ . Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik - I,ndoneS|a‘
- Tahun 20 0Nomor36) (e - S s anegren

.‘j»JPeraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
" Keuangan| Daerah ' (Lembaran . Negara Republik Indonesia -
- Tahun  2005. Nomor 140, Tambahan Lemba_ran Negara e
: Republlkl donesna Nomor4578) el : o

""ff«t‘j"‘10.",Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman*_‘@‘k~‘,, S
e : “dan - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Daerah - (embaran Negara Republlk

Indonesia - Tahun 2005 =

" Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna
’ Nomor45~ ‘ - . ‘ .

11
Provinsi |

ae (Lembaran|
: -'Tambahan

| 12.

. Hasil Paj
© - . Hak Atas|.
 dan Daeral

L 1a

:'Kepu'tusén
= tentang .
~ Pajak Bum

13,
- Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan S
. "‘?V\"“UrU’s‘an"f‘Pemermtahan antara Pemerintah, Pemerintahan ' Daerah -~ * =
Kabupaten/Kota -~ -
Negara Republlk lndones:a Tahun 2007 Nomor 82, = -

F_’eraturan

Pembag|an dan

5):

dan . Pemenntahan Daerah

Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor 4737)

83/KMK 04/2000

Keuangan Nomor :
Blaya

Penggunaan

Menten

dan Bangunan

-~ Direktur
“Nomor-

| Jenderal Pe’rbéndahar‘aan
: - PER-39/PB/2009 - tentang

Peraturan 7
tentang -

o Kabupaten

| s Tahun 2001
- tentang

G Tahun 200

Peraturan

Kabupaten |-

- |Organisasi

ak Bumi . dan Bangunan . dan Bea

: Daerah Kabupaten Bengkahs ‘Nomor 07 Tahun 2008’ e
Daerah
Bengkalis - (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahsg;‘

enyelenggaraan ‘Urusan . Pemerlntahan'

‘Nomor 07)

",Daerah Kabupaten Bengkalls ‘Nomor 13 Tahun 2008
Daerah - - .
-Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls

‘dan . Tata ~‘Kerja - Dinas

Nomor 13)

Pemungutan S

Kementerian 5

Pembagian -
Perolehan =~

Tanah dan Bangunan antara Pemenntah Pusat LimEi



Me'netap‘kan :

PERATURAN|

* MEMUTUSKAN :

BUVPATI" TENTANG " PEDOMAN  PEMBAGIAN

DAN PENG'GUNAAN - BIAYA  PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BENGKALIS

Pemerintah
‘ sebagai‘unsur penyelenggara Pemenntahan Daerah

e BAB'I ~
KETENTUAN umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl |n| yang dlmaksud dengan
.
2.

D_aera_h> ada ah Kabupaten Bengkalls :

Daerah adalah Bupatl dan perangkat daerah

: Bupati adalah Bupatn Bengkahs

. Satuan "KerJa Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsmgkat SKPD R :
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkalis ~yang melaksanakan pemungutan

- Pajak Daerah dan: Retnbusn Daerah sesuai  dengan peraturan

(1) Biaya pemungutan

perundang- ndangan yang berlaku

. Dinas Pen apatan Daerah adalah Dlnas Pendapatan Daerah

Kabupaten engkalls

.Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB .

adalah paiak yang - dipungut atas tanah dan bangunan
dari ~ orang atau badan - untuk menyerahkan sebagian
dari pada kekayaan kepada negara  karena secara nyata
mempunyai |hak “atau memperoleh manfaat  atas sebldang tanah -

dan/atau seb uah bangunan

BAB I

~ BIAYA PEMUN GUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN |

Pasal 2

PBB merupakan dana yang dlgunakan
untuk menmgkatkan penenmaan PBB

Daerah" menenma' blaya pem‘ungtJtan PBB,

' (2) Pemerintah|
~apabila rleahsaS| ,

penerlmaan PBB  mencapai/melampaui

rencana penerimaan yang dltetapkan pada Anggaran Pendapatan :

'dan Belanja

(3) Biaya pe ;1
dltransferk

(4) Blaya pemu

Negara;

ngutan PBB sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1)
rekenlng Kas Daerah , ‘

ngutan PBB sebagalmana dlmaksud dalam ayat ),

dicatat sebagal penerlmaan daerah




Blaya -
- Dinas. Pendapatan Daerah dan Satuan  Kerja Perangkat Daerah -

pem

Pasal3 S

ungufan ~ PBB g dlberlkah kép'ada personll‘-

yang bewvenaﬁg melakukan pemungutan dan penlngkatan PBB.

~ PERSENTASE BIAYA

(1) Dlnas ; 7
. mengusulkan - rencana anggaran bla‘ya pemungutan PBB. -

(3) Blaya pem

- melalui An
(2) Biaya

L BABIII S ;
l PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal4 o
Dehdapatan  Daerah  untuk = seftiap 'tahunhya

;garan Pendapatan dan Belanja Daerah;

pemungutan PBB sebesar 9% (sembllan persén)'*

dan reallsaSI PBB

a. Sektor
koma

b. Sektor

- dari 9% (sembllan persen) jumlah bruto baglan penenmaan o

ungutan PBB dltentukan sebaga| berlkut

Pedesaan sebesar 85 50% (delapan puluhq' lima
ima -puluh persen) dari - 9% - (sembllan -persen)‘"

o ,jumlah bruto baglan penerlmaan untuk daerah

Perkotaan sebesar 76% (tu;uh puluh ‘enam persen) .

- untuk Daerah;

e c‘. Sektor .

@)

Perkebunan sebesar 32% (tlgai'puluh dua\ pérsén)

dari 9% (semb:lan persen) Jumlah bruto baglan penerlmaan |
: kuntukdlerah - SE . -

d. Sektor
- dari 9%
' ‘untukda

erhutanan sebesar 28% (dua puluh delapan persen)” ‘
L(sembllan persen) jumlah bruto baglan penenmaan,
rah; SRR

e.'Sektor FLertambangan sebesar 24% (dua puluh empat persen) ; |
. dari 9% (sembllan persen) Jumlah bruto baglan penenmaan

Persentase pembaglan blaya bém'uﬁguiah' PBB dltféhsfer o
ke rekenlnq umum Kas Daerah dan dlcatat sebagal penenmaan

oy ~ daerah.

L Pe}ngguhéan'
. dalam Pasal 1,

A

. untuk daerah

8 Pasél 55

’blaya‘ pemungutan - PBB sebagairﬁahé ’dimaksud‘,}',
dlatursebagal benkut R .

Sébesar 97, 44% (sembllan puluh tu;uh koma empat puluh empat

persen)

Sebesar

Jntuk pemblayaanf insentif atas  Prestasi  Kerja - |

,PegawallPeJabat di” lingkungan - Dinas ‘Pendapatan Daerah’,k:l‘;, R
aparaturK

lurahanlDesa dan mstansu terkalt Ialnnya

56% (dua koma lima puluh enam persen) ‘ -
untuk kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas T

: Dlnas Pendapatan Daerah.




P'asal 6 '

.:'\"‘fj‘Tata ’ .cara._dan alokaSl pembaglan blaya pemungutan PBB
- di Kabupaten |Bengkalis - sebagalmana dimaksud ~ dalam Pasal 5,
. diatur dan‘ditetapkan leblh IanJut oleh Kepala Dlnas Pendapatan Daerah

T Penyaluran ns
.. dalam- ayat

Pasal 7 |

entlf pemungutan PBB sebagalmana dirﬁakSud.»
N, dllaksanakan‘ -oleh Pengguna Anggaran

o Belanja Tldak Langsung pada Dmas Pendapatan Daerah.

BAB IV

N :f’i_;QKETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

’:Dengan"dib'erl kukannya Peraturan ‘Bupati ini, . maka Keputusan
z.ﬂ:’Z'Bupatl BengkaTls Nomor - 215/KPTSN/2011 tentang Pengaturan

Penggunaan - Biaya Pemungutan . Pajak

.- Pembagian
.. Bumi dan Bangunan Pemerintah’ Kabupaten Bengkalls Tahun 2011 .

- dicabut dan din

" Peraturan :IA3up’at

takan tndak berlaku. ‘
PasalQ ,-“:

|n| muIa| berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar’sétl‘ap' orang mengetahumya memenntahkan pengundangan‘

" Peraturan Bup%
e Kabupaten Beng

‘Diundangkan di . Behg‘kal‘ls S

i ‘ini: dengan penempatannya dalam -Berita Daerah Gni
kahs b , ‘ : .

Dltetapkan di Bengkalls A
4 pada tanggal 31 wmel 30&1 ~_

. pada tanggal . 31w 0\

L SEKRETARIS DAERAH K

Bl_JPA"_:FE‘N BENGKALIS,

s. H. ASMARAN HASAN
" PEMBINA UTAMA MADYA *

~ NIP. 19550720 1§

~ BERITA DAERAH KABUPA

8003 1 008
TEN BENGKALIS TAHUN 2012 NOMOR 25




 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS ENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode pos : 28712

- Telp. (0766) 23576 Fax. ( 5766) 23581 E-mail: ......coovvvnnnanns ,.‘.L....Websnte wwwbe:ngkalls go. |d
_ TELAAHAN STAF
KepadaYth = : BUPATI BENGKALIS . |
Dai - : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN o
| - . BENGKALIS |
- Tanggal = : 16Mei2012
~Nomor -~ : 9O0O/PD- PJ//W/2012 . - L
Hal -~ -~ : DRART PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG

 .PENGATURAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA .
- PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN
BENG KALIS TAHUN 2012. - '

Pokok Persoalan

: Hasﬂ penenmaan Pajak Buml dan Bangunan merupakan penenmaan
Negara yang dibagi ke Daerah sebagai Pendapatan Daerah yang sah yang diatur

-~ dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku termasuk. Objek Pajak Sektor
" Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. Hasil

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dlbaCI untuk Pemenntah Pusat dan Daerah ke

: dengan lmbangan sebagal erlkut
‘a. 10% (sepuluh persen) ntuk Pemenntah Pusat

b. 90% (sembllan puluh p rsen) untuk Daerah

i Jumlah 90% (sembllan pul h persen) yang merupakan baglan Daerah sebagalmana £

- dimaksud diatas diperinci s bagal berikut :

i 'mendukung operasnonal
' kualitas Sumber Daya Manusia komputensasn perpajakan dan pemberian insentif

- Bangunan bagian Daerah yaitu:

a. 716 2% (enam belas kon adua perseratus) untuk Daerah Provmsn bersangkutan

- b. 64,8% (enam empat k ma delapan per seratus) untuk Daerah Kabupaten IKota

‘ bersangkutan
c. 9% (sembilan per seratIIs) untuk Blaya Pemungutan

9% (sembllan per seratus) sebagaimana dimaksud dlatas dlgunakan untuk
iemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan

atas prestaSI kerja pegawai. Tata cara penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan baglan Daerah dlatur oleh masing-masing Daerah peruntukan Biaya
Pemungutan Pajak Bum| dan Bangunan untuk Daerah sebagalmana dimaksud
adalah :

al Untuk Pé‘mer‘intah‘ ‘Daer h Provms:
~b. untuk Pemermtah Kabu atenIKota

, Baglan untuk daerah tersebut dlbagl lagl berdasarkan Peraturan Dlrektur
Jenderal Perbendaharaan Nomar PER-39/PB/2009 tentang Pembaglan Hasil Pajak -
Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas ‘Tanah dan Bangunan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. besarnya blaya Pemungutan Pajak Bumi dan




o '_Q-.p:g;

5

: a
b
gt
d.

D

: Sektor Pedesaan se oesar450% Untu'ki"_- PrbVihéi; 8550% untuk Kabupateh"’ /
Kota. | |

3 Sektor Perkotaan sebesar 4% untuk Provnnsn 76% untuk Kabupaten / Kota.

Sektor Perkebunan S¢ lbesar 8% untuk ProvunSI 32% untuk Kabupaten / Kota
‘ Sektor Perhutanan sebesar 7% untuk Provms: 28% untuk Kabupaten I Kota
Sektor Pertambangan sebesar 6% untuk PI'OVlnSI 24% untuk Kabupaten / Kota

Pembaglan Blayca Pemungutan Pajak Buml dan Bangunan dldasarkan pada v i

(Ilma) sektor objek pajak yaltu
Sektor Pedesaan S
Sektor Perkotaan o
Sektor Perkebunan o
’SektorPéthtanan ’ o
. Sektor Pertambangan H

Fakta dan Data yang berpengaruh terhadap persoalan

a

Ketentuan BAB X, Pembaglan Hasﬂ Penenmaan Pajak, Pasal 18 Undang Undang :
- Nomor 12 Tahun 1985 sebaganmana telah dirubah dengan Undang- Undang,

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun -
.-1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Ayat (2) bagian penerimaan Pemerintah

| - Daerah sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Daerah, Ayat (3) Imbangan

- pembagian hasil Pene dlmaan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah, Pasal Il

~ Undang-Undang Nom )
~ ~~Nomor 12 Tahun 198 menyatakan ‘Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun =~

1994 masih berlaku epanjang tidak bertentangan ‘dan belum dlatur dengan' LAl
_Peraturan Pelaksana y ng baru bcrdasarkan dndang Unuaﬁg tersebut g2

r 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang- -Undang

V'Peraturan Pemenntah" Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembaglan hasﬂ

. penerimaan Pajak Bumi- dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c. Hasn Penenmaan PBB sebesar 9% o

V(sembllan perseratus) ‘ntuk Blaya Pemungutan

Pasal 5 ayat (1) hasil enerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Blay'a Pemungulm
dibagikan kepada Dlreliorat Jenderal Pajak dan Daerah ayat (3) Keputusan Ieblh L

";Ianjut dlatur dengan Ke utusan Manten Keuangan

"Keputusan Menten Keu ngan RI Nomor 83/KMK 04/2000 tentang Pembaglan dan 5 ’

- . Penggunaan Biaya Pe ungutan Pajak Bumi dan Bangunan ketentuan Pasal 2
. —ayat (2) besarnya biaya- Pemungutan Pajak Buml dan. Bangunan baglan untuk L

L Daerah sebagal berlkut .

2 0 T oo

Objek Pajak Sektor Pedesaan 90% ( Sembllan puluh pnrsnratue) untuk Danrah 2
- Objek Pajak Sektor | Perkotaan 80% ( Delapan puluh perseratus ) untuk Daerah -

:Objek Pajak Sektor Perhutanan 35% ( Tlga puluh Ilma perseratus ) untuk -
- Daerah , ; o

‘e.KObjek Pajak Sektor Pertambangan 3Q%Z~¢('-"Tiga’-pu‘luh_‘perse\fatus ) untuk o

T Daerah

Objek Péjék‘Sektor Perkebunan 40% ( Empat puluh perseratus ) untuk Daerah



: ; Keputusan Menteri Keuan

- Penggunaan'dan tata cara penyaluran blaya Pajak Bumi dan Bangunan

bagian untuk Déerah diatur oleh masmg-masmg Daerah sesual ketentuan Pasal 4

an Nomor 83/KMK 04/2000

PembahasanIAnaHSIs

Dan permasalaha

adanya bagian Daerah terhadap bagian hasil pajak yang dijadikan Penerimaan

‘Daerah; dan  Peran Daerah - dalam . operasmnal ‘pemungutan pajak juga biaya
pemungutan yang diperu tukan kepada Daerah yang bisa dikelola secara sah

. menurut Peraturan Perundang-undangan. Dari keterangan dlatas dapat dlSlmpquan
' rumusan Blaya Pemungut n PBB Kabupaten Bengkahs yaltu . .

L a. Sektor Pedesaan sebesar 85, 50% dari 9% Jumlah bruto baglan penerimaan untuk

- Daerah;

b, Sektor Perkqtaan seb 'sar 76% dan 9% jumlah bruto baglan penenmaan untuk

Daerah;.

’ - c Sektor Perkebunan sebesar 32% dan 9% jumlah bruto baglan penenmaan untuk :

'Daerah

d. Sektor Perhutanan sebeSar 28% dari 9%’ j‘umlah b‘lfuto_bagian penerimaan untuk»

Daerah;

e Sektor Pertambangan sebe‘Sérly 24%}}4&'apr‘i :'9%, 'juihlah ertb bagian pen’erim‘éan' |

untuk Daerah;

S Berkaltan_,_dengan hal yang d!sampalkan berdasnrkan referenS| urutan" :
Perundang-undangan’yang ada besama ini terlampir  draft = Peraturan Bupati
- Bengkalis ~ tentang Peng

aturan dan Pembaglan dan Penggunaan Biaya

- Pemungutan Pajak Bumi| dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun

_,\'2012 yang menjadi dasar| Pengaturan dan" Pembaglan Biaya Pemungutan sesuai
o dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemermtah Nomor 16 Tahun 2000 ‘ ‘

: “képada Bapak terima kasm.

Demlklan dlsampalkan selanjutnya Pertlmbangan dan Keputusan dlserahkan

‘ Behgkalis 16 Mei 20:1'2” R |
'KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

tersebut diatas referensi yang menyebutkan tentang



" PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

.NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG

 PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PA]AK BUMI DAN BANGUNAN
’ ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
" PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

’ Mcmmbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan kctentuan Pasal 18 Undang—undang Nomor 12 Tahun 1985
~ tentang 'Pajak Bumi dan ﬁangman sebagalmana telah” diubah’ dengan Undang—undang

Nomor 12 Tahun 1994 dan

untuk menyesuaikan dengan ketentuan Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dipandang perlu mengatur kembali pcmbagmn hasil
penenmaan Pa]ak Buml dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Mengmgat

1.- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

2. 'Undang-undang Nomor
~“Negara Republik - Indon

12 Tahun 1985 tentang Pa)ak Bumi dan- Bangunan (Lembaran
esia. Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994

{(Lembaran Negara Repy

.+ Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomot
* Pemerintah Pusat “dan |
.+ Nomor 72 Tambahan Leg

= Mcnctapkan

iblik Indonesta Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran
25 Tahun 1999 tentang Penmbangan Keuangan antara
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsxa ‘Tahun 1999
mbaran Ncgaxa Nomot 3848)

MEMUTUSKAN

_PERATURAN PEMER]N’] AH TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN

PAJAK BUMI DAN BANG

UNAN ANTARA PEMFRINTAH PUSAT DAN DAERAH

Pasal 1.

' Hasil péﬁcﬁm@aﬁ Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pcncnmaan N egara

) Hasil ﬁeneﬁmaaﬁ P:;jak B

Pasal2
umi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dlbagl

untuk Pemerintah Pusat dt: Daerah dengan imbangan sebagai berikut :
~‘a. 10% (sepuluh per seratus) untuk Pemerintah Pusat

~ (2) Jumlah 90% (sembilan pyluh per seratus) yang mcrupakan baglan Daerah sebagzumana

b. 90% (sembilan puluh kE::‘r seratus) untuk Daerah.

- dimaksud pada ayat (1) hu

f b, dipetinci sebagat berkut :

2. 16,2% (enam belas koma dua per seratus) untuk Daerah Propmsl yang bcrsa.ngkutan

" b. 64,8% . (enam puluh empat koma dclapan pcr scrams) untuk - Daetah
Kabupaten /Kota yang bersangkutan; -
9% (scmbllan per sera us) untuk Blaya Pemungutan

. (1)' Hasil penerimaan Pajak ]
" dimaksud . dalam Pasal
Kabupatcn/ Kota.

' Pasal 3
Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagalmana
2 ayat (1) huruf a- d1bag1kan kcpada seluruh Daerah

(2) Hasil penerimaan Pé]ak Bumi dan Bangunan sebagaunana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat
- (1) didasatkan atas realisdsi penenmaan Pajak Bmm dan Bangunan Tahun Anggaran

berjalan.

(3) Alokasi pcmbéglan scbaga.mana dlrnaksud pada ayat (1) thcntuLan scbagal benLut
2. 65% (enam puluh lima per scratus) dlbagikan secara merata kepada seluruh Daerah

' Kabupaten/Kota;

jormsdptre e



‘ . '~'_11985 tentang Pembagian

. Agar setiap orang menge

b 35% (tiga pul
- Kabupaten/Ko

{

lima ‘per seratus) dibagikan . secara insentif kepada Daerah
yang  realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor

- pedesaan dan perkotaan pada Tahun: Anggaran sebclumnya mcncapal/melampaul

© .rencana’ pene

' Halstl >pehenm‘yaan Pa)a

s

an yang dxtetapkan

Pasal 4

k ‘Bumi “dan- Bangunan bagum Daerah Propm51 dan . Daerah

+ Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dan

.~ Pasal 3 ayat (3) merup;
G dalam Anggaran Pendap

L (1) Hasil penerimaan Paj
" " dalam Pasal 2 ayat (2
7 (2) Biaya Pemungutan b
- - digunakan -antara la

Bangunan, peningka

- pembetian insentif af
(3) Ketentuan sebagaim:

dengan Keputusan M

E I\ctedﬁiaﬁ lebih lanjut ¥
7. dan Bangunan antara Pes
‘ Pcmcnntah ini dtatur den

- Pada saat Peraturan Pem

: Pusat dan Dacrah dmyata

k , Periuirih Pemérintah ini

- dengan penempatannya d

akan pendapatan Daerah dan setxap tahun anggaran dlcantumkan
atan dan Belzm)a Dacrah

§

agmn Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 5
ak Buml dan Bangunan Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud
huruf ¢ dlbagikan kcpada Dizektorat Jenderal Pajak dan Daerah.

untuk mendukung operasional pemungutan Pajak Bumi dan
an kualitas sumber daya manusia, komputerisasi perpajakan, dan

as prestasi ker’a pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
ana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
[entert Keuangan

Pasal 6

ang chpcrluLan mengenai pcmbaglan hasll penenmaan Pa]ak Bumi

metintah Pusat dan Daerah scbagzumana dimaksud dalam Peraturan
gan Keputusan Menteri Kcuangan

Pasal 7
erintah ini mulai betlaku, Petaturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
‘Hasil Penerimaan Pajak Buml dan Bangunan antara Pemenntah

kan tidak bcrlaku.
Pasal 8
mulm betlaku pada tanggal dmndangkan

tahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pcmcnntah ini -
alam Lembaran Ncgara Repubhk Indoncsla

Dltetapkan d1]akarta
pada tanggal 10 Maret 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

ABDURRAHMAN WAHID
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) Lm.unyq xmbdn can nurxbagau L-x"va Pcmuu ul:ih : Paj:‘»il? Buri “dan_ .

‘ ,,B.m"t.n\m ,c,b x"ax.m.nu dx.n.u-\..dd dahu il ayat (l) mluml \.f‘h\w al bcrxlful
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'vMenimb‘a'hQ R

Bangunan; - , | SHR
PefaiUran Menteri Keuangan. - Nomor 21YIP‘MK.O7'12009' tentang

~ DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONES/A o
- DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN .

' PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

- NOMOR PER- 39 /PB/2009 ,_
. TENTANG e
'PEMBAGIAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN-
~BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

. ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH L

. DIREKTUR JENDERALF?ERBENDAHAR{‘\AN.

ditetapkan oleh ‘Pemerintah dan Dewan Perwakilan . Rakyat (DPR) :
‘harus dilaksanakan secara tartib, efislen, transparan dan bertanggung :

Jawab sesuai ketentuan pemndan‘gjundar_l gan yang beraky;

- |, Perbendaharaan -adalah - mé'_nempkan_ kebijaksanaan pelaksanaan :
- |- -@nggaran sesuai dengan ketentuan APBN dan peraturan perundang-

- ~undangan Iainj'nya; T 7

Perolehan Hak. atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan aiokas;

Adae_irah_'dala m rangka: pelaksanaan ;de‘sentralis'asi: '

a, ‘b, dan ¢, perlu menetapkan Peraturan Direktur. “Jenderal

) 'bah,\)\ia; berdasark‘ar{ perﬁmbéngarj'sébagal'rhana"dlmakvsudb délam hunjf

Pusat dan Daerah;

Perimbangan;- , ORI R
Peraturan  Menteri- Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005  tentang

Pe_ratﬁfah hPemerintah‘ nomor 56 ’tahu'nk 2005 f":téntang Dana

Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

Cara’ Penatausahaan Panerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor

Pertambangan Minyak.Buri dan Gas Bumi dan Eneigl Panas Bumj;
Peraturan  Meniteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang
Penunjukan ‘Tempat da.idr'l_'at‘af Cara Pembayaran Pajak ‘Bumi dan

Delak‘sanaan darj Pé’rtariggUngjawab'an Afnggaran Transfer Ke Daerah;

;Eeratﬁ}én ‘Menteri - Keuangan ‘Nomor 127/PMK.05/2009 tentang

flan Bangunan dan Bea Perolehan Hak ‘Atas Tanah Dan Bangunan

epada Ke‘pa'la_K-Vaﬁtor Pelayanan Perben

daharaan Negafa O

TV g .

Peraturan Menteri Keuangan.Nomor 127/PMK.03/2007 tentang Tata f

5 "bah\&ai‘" Anggaran ~Pé}-xidai"péian ’Hén*’Belahjéf'N'egéraﬂf(APBN) ‘yan‘g o
3 bahwa' _salah “satu ,:ﬁgas 'pi;iko,k dan  fungsi Direktorat * Jenderaj =

“bahwa Dana Bagi Hasil Pajak ‘B\;'Jmi.,dan Béngunan (PBB) dan Bea

.| dana APBN .untuk: daerah berdasarkan -angka ‘Persentase tertentu
| sesuai realisasi penerimaan PBB/BPHTB guna mendanal kebutdhan




: Memp‘ekﬁatika : |

'Mehetapkan

v o
4w o BN ¢

et e fongor 1 Bl b ST W O LE A Y A k.t L """_"""’" b

17l

o
:

i
i

o Kabupaten/Kota.

7. Keputusan  Menleri Keuangan Republik  Indonesia Ner

- B3/KMK.04/2000 . tentang Pembagian dan Penggunaan - Bia

e Kepulusan Direktur Jenderal Perberdaharaan Nomor 94/PB/20

'tentang Penunjukan Bank Operaslonal 11l Bea Perolehan Hak At
Tanah dan Bangunan. L L T

_tentang Penunjukan Bank Oper sional lll Pajak Bumi dan Bangunan:

9. Keputusan® Direktur Je‘nide;ral P’erbé;ndaharaa_n Nomor 85/PB/20

: Surat ;_lerekt'ur‘ Dana Perimbangan, Direktorat JenderalPerimbariQ:‘
- Keuangan nomor S-123/PK.2/2009 tanggal 14 Mei 2009 Hal Penyampai;
. Besaran Prosentase Biaya Pemungutan PBB (BP-PBB) Bagian Provin

-4

© MEMUTUSKAN:

© PERATURAN' DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTAN
- PEMBAGIAN 'HASIL- PAJAK  BUMI DAN BANGUNAN DAN BE
- PEROLEHAN ' HAK = ATAS ' TANAH DAN  BANGUNAN ANTAF

PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH,

o ,b. o i et ,.,_,Q, v H e e e ' : i ;\;_:.n: SUPSI
EL E . BABI .
i . KETENTUAN UMUM
i o - Pasal 1- |
* Dalam Per‘afu_téri Direktur AJeﬁdéral"Pé‘rbendaharaan ini yang dimaksu.
dengan: : = Sl S o _—
1. Bank Persepsi/Pos Persapsi adalah Bank Umum/Kantor Pos yan¢
© - ditunjuk Menteri Keﬂangansuntuk;r‘nen,er!ma setoran penerimaan negar:
~ bukan ‘dalam ‘rangka “Impor, yang meliputi pensrimaan pajak, cuka:
“dalam negeri; dan penerimaan bukan pajak, I i
2. Bank Opeéasional .I'll,“ yang selanjdtnya disebut BO 1iI, 'adal'ah Bank
- Operasional yang melakukan pembagian PBB/BPHTB dan upah pungut
. . PBB serta membay_afﬂpengem,baliah PBB; . e T
3. Dana’ Bagi Hasil Pajak" Bumi dan Bangunan Bagian Daerah ang
: selanjutnya disingkat DBH PBB-Bagian Daerah adalah Bagian .PBH

-sebesar 18.2 % untuk-Pravinsi.dan Bagian PBB sebesar 64.8% untuk
‘~~“Kabupat‘en‘lKoyta. termasuk Biaya Pemungutan PBB Baglan Daerah;
4. Dan‘a Bagi'Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian
Daerah yang selanjutnya disingkat DBH BPHTB Bagian Daerah adalah
- Bagian” BPHTB sebesar 16% untuk propinsi dan Bagian BPHTB[ |

5 sebesar 64%‘imguk K_abp_paten Kota, .

5. Surat Kuasa Umum Pajak ‘Bumi dan Bangunan’ yang selanjutnya
- - disingkat SKU PBB adalali ‘Surat Kuasa Umum yang diterbitkan oleh

Kepala Kantor Pelavanan Pnrhanﬁﬁhfju;'f e e e e, vt i
wisnLen Keuangan Kepada Pimpinan Bank Operasional 1)1 PBB guna
melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal




,:;,__ P

L
‘. LA sepenuhnya ke Kas Negara *
(2)

embebam Rekemng Bank Operasmnal ll PBB-‘dala'm‘ rangké

- embagtan Hasn Penenmaan PBB

-" ang. selanjutnyé drsmgkat SKU BPHTB adalah Surat Kuasa ‘Umum’ o
7 y' ang ' diterbitkan oleh- Kepala - Kantot 'Pelayarnian Perbendaharaan ,
%egara (KPPN) atas narfia Menteri Keuangan kepada Pimpinan Bank -

perasional Il BPHTB guna melakukan tindakan untuk dan atas nama

'enten Keuangan dalam hal membebani Rekening Bank Operasnonal L

ll BPHTB dalam rangka Pembagnan Hasil Penenmaan BPHTB

BAB ll

RUANG LlNGKUP o
Pasal 2 5

. Hasnl Penenmaan PBB merupakan penerlmaan negara dan d|setor‘f

, -Has:l penenmaan PBB dlbagl dengan lmbangan sebagau benkut

10% untuk Pemerintah Pusal

o ‘a,b 90% untuk Daerah. -

@

: ,(4)7 ;
’::hmaksud pada ayat’ (2) huruf b d:atur sebagan benkut

) Has:l Penenmaan BPHTB merupakan penenmaan negara dan dnsetor o |
SRR il

)

. g

- Bagian® 90% ‘untuk Daerah sebagalmana dumaksud pada ayat (2)'
: »,huruf b dibagi dengan rincian sebagax benkut

16 2% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan.

L { b 64 8% untuk Daerah KabUpateniKota yang bersangkman

&. /9% untuk Biaya Pemungutan, b
Khusus untuk DKI Jakarta, baglan 90% untuk daerah sebaganmana

81% untuk Daerah Provmsn

ey Tb. 9% untuk Bxaya Pemungutan. - :

Pasal 3

epenuhnya ke. Kas Negara

-

1as:l penenmaan BPHTB dibagi’ dengan nmbangan sebaga: bernkut

20% untuk Pemennlah Pusat
- 80% untuk Daerah '

o 'm

- Bagian 80% untuk Daerah sebagalrnana dimaksud pada ayat {2)
“huruf b dlbagl dengan rincian sebagal berikut; :

: 16% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan,
84% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang: bersangkutan ,
husus untuk DKI. Jakarta ‘bagian 80% "untuk Daerah sebagalmana L

imaksud - pada ayat (2) huruf b seluruhnya merupakan Bagnan~"
rovmsn DKI Jakarta S : i : :




 PERSENTASE PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB

. Pasal4

a. Untuk Direktorat Jenderal-Pajak;

b Untuk Daergh. =

&

G Objek p

(2) Peruntukan Buayamggmngumnmﬁaja&u&mtwwmﬂmk
- ~Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ;- -
~-@ Untuk' Pemerintah Daerah Provinsi; . o o

 b. Untuk Pemerintafi Kabupaten/Kota, -

.. kecilnya - peranan = masing-masing dalam" melakukan kegiatan

. operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. = .

“pada 5 (hma) sektor objek pajak, yaitu: -
- Sektor Pedesaan; :
‘Sektar Perkotaan;

~Sektor Perkebunan; -

Seklor Perhutanan; ,

Sektor Pertambangan. - _

NE

P oo oy

g (S)ZPeiSEntase,Pémbagién BlayaffPem'ungman‘_ seﬁagaiména “dimaksud’
dalam Pasal-2 ayat (3) huruf ¢ antara Direktorat_Jendera[ Pajak dan

* ‘Daerah perkob[ek s‘ektor‘penerim-aan adalah : -

Bagian Daerah; -

’Bagkian Daerah;
. seratus) Ba'gianfDaerah:. e s )

- d.” Objek pajak sektor Perhutanan, 65% (enam puluh lima per seratus)

- serat’i.xs) Bagian Daerah; o 7 ;

el ‘Objek pajak seklor Pertambangan, 70% (tujih puluh per seralus)

-« bagian Direktorat .Jenderal.Pajak dan.30% (tiga puluh per seratus)

- Bagian Daecah. R v e

' (6)‘Per"sentas'ed ‘penibaglén 'Biayaf Pemungu:t'an 'PBB: Bagi_én- Déer_ah ,
| sebagaimana - dimaksud pada ‘ayat . (5) dibagl antara Pemefintah-
" | Provinsi dan -Pemerintah Kabupaten/Kota per objek sektor penerimaan

|| - berdasarkan daflar persentase pembagian yang - disampaikan oleh
Direktur ' Jenderal ‘Perimbangan. Keuangan sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran | Peratyran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

CoBABW

(1) Peruntukan Biaya Pemungutan, Pajak. Bumi" dan " Bangunan
‘.. sebagaimana dimaksud da!am’Pasal.Z ayat (3) huruf ¢ adalah : :

R ;:‘;;-._w;..ga’.‘.’ pemqu;au 'Biaya'Pé_’rliUhguytan-q‘Pajak‘Buini dan Bangonayn'
.o antara Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah didasarkan pada besar

‘(fl):Pémbagiah Biaya ‘Pemungutan Pajak Bumi dan B_ei‘ngunén didasarkan

. 8. Objek pajak sektor Pedesaan. 10% (sepuluh ‘per sefatus) ‘Bégiéq ;
. Direkgorat.Jendgr'al_ngak dan 90% (sembllan. puluh per.seratus)

b "Objek pajak sei(tqf'Perkotaah; 20% (dua pulih per seratus) Bagian
- Direktorat Jenderal Péjak dan 80% (delapan puluh per seratus)

ajak sektor Perkehunan, 60% (enam puluh per - seratus) -
bagian .Direktorat: Jenderal Pajak ‘dan -40% (empat puluh per

"bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 35% (tiga puluh lima per




BAB IV

PELIMPAHAN DAN PEMBAG!AN PBB SERTA BIAYA
PEMUNGUTAN PBB R

' ';\Pasa'ls i
(1_)'BO 1Y PBB berkewajtban

a.| Menerima pellmpahan PBB setiap Jumat atau hari kerja berikutnya
“| bila hari Jumat adalahhari libur/diliburkan dari Bank/Pos Persepsi
-yang melaksanakan penenmaan negara secara on line melaluu
’,Modul Penerimaan Negara‘ , _ P

b Menerima pehrnpahan PBB ‘Sektor Mlgas pada hari yang sama,
| “setelah  Bank Persepsi yang melaksanakan penerlmaan negara
| secara on- line melalui- Modul  Penerimaan Negara meanerima
; pemmdahbukuan dari Bank Indonesia.

- {2) Bardasarkan SKU dart Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum'
;,Negara dl Daerah BO -pBB: Lo :

- lal setlap hari Jumat mmggu benkutnya atau hari kerja benkutnya blla o
T Lo - .| bhari jumat adalahi hari libur/diliburkan membagi seluruh saldo BO il
@ o o . .. 7 | PBB yang berasal dari pelimpahan PBB sebagaimana dimaksud

. T G - .| -dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 2 ayat (2), ayal (3) dan ayat :
B (4) serla Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) '

bl setiap hari Jumat berkenaan atau han kerja benkutnya bila hari
‘ Jumat adalah hari libur/diliburkan. membagi seluruh saldo BO il
PBB yang berasal - ‘dari pelimpahan PBB Migas sebagaimana
T , dimaksud dalam’ Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 2 ayat (2) dan ayal

e 3 dan ayat (4) senta Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6).

Coaih (3')’ embagsan PBB sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, .
RS T T _Angsung dltransferldlhmpahkan kepada yang berhak sebagai berikut :

C al 10% (sepuluh per seratus) dari saldo penerimaan PBB kepada‘ N
~ - | Rekening 501.00000x pada Bank lndonesla (Bank Tunggal) sebagau~ -
S ,pe.nenmaan untuk: Pemerintah. Pusat o

bl 16.2% (enam belas koma dua per seratus) dari saldo penerlmaan
.| -PBB. kepada Rekenmg Kas: Daerah.Provinsi;- P

e 64, 8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) dan saldo '
R panerimaan PB8B kepada Rekemng Kas'Daerah Kabupaten)Kota. ~

d 9% (semb:lan per seratus) dari saldo penerimaan PBB untuk blaya
1 pemungutan PBB ke rekening : =

1) Kas Negara untuk Dnrektorat Jenderal Pajak sebesar
~.a) 10% " {sepuluh  per - scratus) untuk Objek pajak seklor
- Pedesaan;,
b) 20% (dua puluh per seralus) untuk Objek pajak sektor
- ;- Perkotaan; ;
- ¢) 60%.fenam puluh per seratus) untuk ob;ek pajak sektor
‘ Perkebunan,
- d) 65% (enam’ puluh lima per seratus) untuk objek pa;ak sektor
Perhutanan; = -
s . Lo L e) 70% : (tujuh puluh per seratus) untuk objek pajak’ sektor
R T - S Perlambangan ‘ o 7

L
[ 1]




) Khusus: untui DKI Jakarta, Pembagian PBB sebagaimana dimaksug

2) Kas Daeraly Provinsi -dan Kas Daerah Kab/Kota untyk Bagi:
~Daerah Sebesar; LT T ey
a) 90% (sembilan puluh per Seratus) untuk abjek pajak sekior
. Pedesaan; - s -
~b) 80% (delapan pulun 'per,seratus) untuk ‘objek pajak sektor °
... Perkotaan; P S e T ST ENR
e} 40% (empat. pulyh: per seratus)  unfuk objek pajak. sektor :
- d) 35% (tiga puluh lim‘a_berSeratus) untuk objek pajak sektor -
. ... Perhutanap; C e T T R R
e): 30% (tiga puluh par Seratus) untuk 'objek pajak sektor
- Pertambangan. , BT

- Kabupater/kota per. ‘abjek sektor penerimaan “berdasarkan -
.. daftar persantase pembaglan ' '
: Aenderal Perimbangan»Keuangan. e

| Pada ayat (2) huruf a_dan b, lgngsung ditran'sfer/dllimpahkan kep'adax:
| yang berhak_sebagaf'berlku;:. T LR
SRE :a‘_‘;1‘Q%-;'(sepuluh:.pa:r‘ Seratus) dari saldo -Penerimaan PR kepada ¥
S ‘Rek_e‘ning 5$01.00000x Pada Bank Indonesija {(Bank Tunggar)
. sebagai penerfmaan.uptuk qu'nerintah Pusat; R SRR
.| b 81% (delapan Puluh satu per seratus) dari saldo penerimaan PBR
1.7 -kepada Rekening Kas Daerah Provinsi; RO R
it | € 9% (sembilan per seratus)'da’ri‘s'aldox‘p’enerirhya‘an PBB untuk biaya
(E A i Pemungutan PBEB ke rekening : AL T Ry
i 1) Kas Negara, Untuk,DfrelgtOrat,Jenderal Pajak sebesar: . :
a) 10% (sepuluh perfseratus); untuk  Objek Pajak sektor -
S .. Pedesaan;: S Unn e e T s !
U b)) 20% (dua  puluh per seratus) untuk Objek pajak- sektor
' Perkotaan; . e T o
. €) 60% (enam puluh- Per_seratus) untuk objek pajak sektor
.y Perkebunan; © T Lot L
Sod) 65% (enam puluh lima per- seratus) untyk objek pajak sektor
. . ‘Perhutanan; - o ST
- e) 70%. (tujuh - pbigh ‘PEr seratus) 'untyk objek pajak sektor
. ' Pertambangan, - i e R N EROE
2) Kas Daerah vainsl'sébqsar: SRS D 6‘
a) 90% (sembilan . puluh per seratis) untuk objek pajak sektor -
Pedesaan;. 7 S = R T
b) 80% (delapan Puluh per seratus) untyk objek pajak sektor .-
Perkotaan; * - S IR R
c): 40% (}empat;
Perkebunan: e S L L e
d). 35% - (tiga puluh Iima,perseratus) untuk objek Pajak sektor
Perhutanan;. e T T S
e) ‘30%" (tiga- ‘puluh per seratus) “untuk objek pajak : sektor
dengan persentase pemb

puluh per serétus‘)ﬁ ’kkukn,tu,k obfek. ‘pa]ék"sekmr

embagian Blaya Pemungutan PBE Bagian
Daerah Pravingj -DKI " Jakarta -Per objek sektor penerimaan

erdasarkan daftar 'p_ersentase{pembagfan yang disampaikan

oleh'Direktur.Jengerat Pen’mbangan’ Keuangan.:




L - BABV
. PELIMPAHAN DAN PEMBAGIAN BPHTB

B Pasal6 =

(1)|BO 1l lBPHTB.iberkewajiban-'mene'rlma ~pelimpahan BPHTB setiap
‘Wumat atau hari kerja berikutnya bila: “hari  Jumat adalah hari -
~ libur/diliburk an dari Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan penerimaan
-hegara secara on line melalui Modul Penerimaan Negara; ‘

(2) Berdasarkan SKU dari Kepala' KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum
‘ Negara di Daerah BO'Ill BPHTB membagi seluruh saldo BO Il BPHTB
~setiap hari Rabu minggu berikutnya atau hari kerja berikutnya bila hari
- Rabu adalah hari libur/diliburkan. PRI L

@) Pembagian: BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung
itanster/dilimpahkan. kepada yang berhak sebagaj berikut : _

- . 20% (dua puluh per seratus) dari saldo penetimaan BPHTB kepada

| Rekening 501.00000x pada Bank Indonesia (Bank Tunggal) sebagai

- penerimaan untuk Pemerintgh Pusat; ' S SO

B b 6% ' (enam belas per seralus) dari saldo penerimaan BPHTB
“ (@ S i+ kepada Rekening Kas.Daerah Provinsi; B TN ST
: oo T s 64% (enam pujub~em_pat perseratus)'dari.sé_ldo'penen'maan BPHTB
— . 7~' ' kepada Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota; - .
husus untuk DKI Jakarta, Pembagian BPHTB sebagaimana dimaksud
ada 'ayat (2), langsung ditransfer/dilimpahkan kepada yang berhak
ebagai berikut & : ‘ S :
Sy . -20% (dua pulub per sefat'u;) dari saldo penerimaan BPHTRE kepada
i + 't Rekening 501.00000x pada Bank Indonesia (Bank Tunggal) sebagaij -
! : :panér_imaan-;’un‘t»uk.kPemerintah. Pusat, =~ - : o
: b 80% (delapan puluh per- seratus) dari -saldo penerimaan BPHTB .
kepada Rekening Kas Daerah Provinsi; ST SR SR
! . BaBwI
' SANKSI
B R Lo % Pasal?
MR - o P .

—_— ' :_Apabjla Bank Operasional 1lI Kurang atau terlambat membagi dan/atau
B Co R '-"mehlrahs{erlmellvmpahkan'f: kepada ~ yang  berhak sesuai  kelentuan -
-ssbagaimana dimaksud dalam Pasal' 5 dan Pasal 6 Peraturan Direktur
;- Jenderal ini, Kepala KPPN mengenakan denda 3% (liga per seratus) per
‘bulan| dari ‘jumlah’ yang kurang atau terdambat dibagi . dan/atau
~ ditransfer/dilimpahkan untuk  jumlah hari yang terlambat ‘yang dihitung

termasuk hari libur. <

:
|8
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BABVI

- REKONSILIAS)

Pasal g’

(1) Gubernur melakukan rekonsiliasi mengenai data realisasi ‘DB

. PBB/BPHTB Bagian Daerah, termasuk Biaya Pemungutan PBB Bagiz
Daerah untuk: Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya masin
masing - dengan Kepala " Kantor-

Pe'rbendaharaan - dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajs
dengan format Sebagaimana lampiran lla, ilb, lig, 11d da
Hib Peraturan Direktur-Jenderal Perbendaha'raan ini,

o Bevi | |
- KETENTUANPERALIHAN -
% Pasal:é'_; |

.der Bulan Agustus 2009 dilaksangkan’

] _ -‘Umum- Negara ke

-~ "Rekening'Kas Daerah. o T R R R

(2) Penyaluran .Pembagtan _Biayg' Pemungutan  pgB ‘mulai  ‘bulan
. September- 2009 dah-se'temsnya dilaksanakan oleh Bank.Operasional

o N sesuvai ketentuan -sebagaimana dimaksud dala ' '
. Direktur Jenderal'Perbendah_a’ra'an ini... - S T

| ..'ZF’??ka'f ‘1-0 o

(1) Direktarat Jenderal Perirabangan ‘Keuangan mengajukan SPM Biaya
. Pemungutan PBg, baglan bulan Januari sampaj 'dengan bagian bulan
Agustus 2009 kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan . ¢q -
Direktorat -Pengelolaan Kas -Ne’gara»."ses_ual—“ketentuan perundang-
(2) SPM " yang ™ dilerbitkan - atas beban -Akun: 611123 untuk Biaya’
Pemungutan PBB Bagian Daerah ‘Provinsi dan Akun 611124 untuk:
~ Blaya-Pemungutan PBB Bagiah\Kapraten/Kota.s o '

3) Direktorat Pén;qeloiaan:_Kas;jNegaraf}nenerbit’kén SP2D atas “sPM
b sebagaiman‘a?dimaksud pada ayat (1) sesual ketentuan perundang- 1

-undangan,

Wilayah™ Direktorat Jender.

n lampiran lil; "




BAB IX
N _,," o o o  PELAPORAN

Pasal 11

(1) Kantor Pelayanan Perbendaharaan_ Negara menyampaikan laporan
- fealisasi penerimaan, pelimpahan dan pembagian PBB/BPHTB kepada
. Kanwil. Direktorat Jenderal- Perbendaharaan paling lambat tanggal 7
. bulamr berlkutnya derngan farmat sebagaimana.lampiran IV dan lampiran
...V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. R R

- -laporan realisasi penierimaan, pelimpahan.dan pembagian PBB/BPHTB -

i (2) Kantor Wilayah Ditjen ~Perbehdaharaanf r'nénya‘m‘péikan_ rekapitulasi
! ’:fepada ' Direktorat - Jenderal -~ Perbendaharaan . - Cq. ' Direktorat

- Pengelolaan Kas Negara, setelah melakukan rekonsiliasi sebagaimana . . |

.. dimaksud dalam ‘pasal 8, paling lambat tanggal ‘15 bulan berikutnya

5 .,‘?engan format sebagalmana fampiran VI dan- lampiran Vil Peraturan
.. Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. C ﬁ
R BABX -
RRTE, I L ok  KETENTUAN PENUTUP
/* : : o . Eee o Paéal"l._? ' o

Lo Segala-ketentuan yang terkait dengan Pembagian Hasil. Pajak Bumi.Dan
.~ . Bangunan.dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah'Dan Bangunan sepanjang
- tidak berténlangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini

_ dinyatakan‘masih tetap berlaku. - B ‘ :

DL ELN

© ' Pasal13 |

AP - 2Tl Peraturan Direktur Jenderal “Perbendahiaraan’ ini” mutai beriaku pada
. - .y langgal ditetapkan dan mempunyai daya surit-mulal tanggal 16 Februari

2009). oo e T T TR T R eua

Ditetapkan di Jakarta
Y b ~tanggal 24 Agustus 2009
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_.u:_u.a: L
Peraturan Direktu E:nm:.__ v».&u:qu:maa:

& : : : . - Nomav : PER- 39 /PB/2009 .
- S nmmmngmmvmgm»m;z m_><> vmzcznc;z P8 m»m_»z DAERAH | :

o ' . ) . S B QT vm_‘wm:»num
Nomor - Provinst - #iSektor Pedesaan * - [ 0 Sekine Perkotiana s ot | 5 iSeRbor Pérkebuiisn: - :.%n&\cq P T R e ,.,mmwmw.vﬂ.mﬁdwcwmwm:.
Provinsi Kab/Kota | Total|Provinsi JKab/Kota | Total Eos:n Kab/Kota an_ vinsi - |Kab/kota | Total [Provinsl |Kab/Kota | Total
Ly wao T T Tas0l T 65,50)30.000 a0} T 76m0]8000)  Weol Toicolato0] 7.50] ~ "32,50] 30,00|
.2 |SumateraUtars | 450| . 85,50/90,00) 4,00 76,00(80,00( _ 2.00| " 38.00{40.00| .- 150] 28,50/ 30,00}
_3 [Sumatera mmﬂm ,..)...500] . 8500{90,00] 10,00  70,00{80,00 ~10,00| . 30,0040,00 710,000~ 20,00]30,00]
-4 [Riau_ - 450} °85,50{90,00( .. 4,00/ " 76,00]80,00 " "8g0|  32,6040,00 6,00] - 24,00 30,00
A xmnc_mcua au: _|.-.1800) " 72,00[90,00" 16,00  64,00{80,00|" 8,08} " 33.00] 4,06 "600]" 24,00/ 30,00]
8 Jambt T 5401 | 8460/50,00f ~ 480f ~-75,20(80,00 ~ 12,00]" "78.6040,00 8,00] 21,00} 30,00
.2 (Sumateraselann | 750 _ 82,50/90,00f "500]  75,00(8000| 800  32.00|45,00] ..5.000 25,00(30,00
"B |BangkaBeiitung - | 750/ 8250|9000 5,001 ~75,00180,00| - 8,60] . 32,00|40.00 500 25,00[30,00
.3 |Bengkdly .} 600 . 8400190,00] 400 76,00{80,00] 800~ 32.00|4000] 6:00| " 24,00] 30,00]
o fampung o | 529 B471f90.00| 470} " 75,30(6000| 800 32.00[40.60] 6.00] 24,00] 30,00]
<31 JOKlakarta | | 3000f = 0,00{90,00! . 80,00] "~ 0,00/80,00]" 40,80}~ "0.00|20,00] 30,00 0,00] 30,00
.12 PawaBamt 1 450] - 85,50({90,00f - 2,00 " 78,00/8000| " "2,00[  3s.00(40,00] " 150]28,50{30,00].
13 fgamten ) 581" "8d71)0000] Ta70|  75,30/80,00| 800|320 40,00] —&00] "24,00{30,00
(14 WawaTengsh = | < 7s30| "'84,70]90,00f " 4.70] ~ 7,30/ 86,00] T Tek7] " 33.33| a0,00] ~_%.00 24,00/ 30,60
. 15 o Yogystarta - | 530] © 84.70)90.00) - 4,70 _75,30]8000] - 67 33,33|43,00] __600] | "2400/30,00
A8 pawaTimur | | s00] "8500]90,00|  5,00] " 75,00/8006] "~ 500] " 3500[20,00] .. 500| _ 2500]30,00
,..w.v.: mmﬁ:.mb@im&& o -.m.mo ,‘m.m.x.oo .mn.wm - 5,00f .uw..oo 80,00 s 5,00] - um.oo 40,00 S.00 25,001 30,00
.38 |KalimantanTengah ( 27,001~ 63,0019000. 24,00] "56,00]8000| " 13.00] ~ 28,00] 0,00 =~ i056] . ..500] 721,00 30,00
-19 iKkalimantanSelatan | - 1800)  72,00/90,00| ' 16,00]" 64,00/ 80.00] "800 32,00|40.00] __6.00] 24,00/30,00
20 _ [Kalimantan Tiwr | 5,00 3500190,00}  _500f " 7500]80.00] 508  3500] 40,00 " 500] 25,00{30,00
G AL fsdlawestumars | 500f | 85,0009000) 5,00/ 7500180,00 1000]  30,00]40,00] 30, 750 _ 22.,50}30,00
22 |Gorontal | 500l  s500|90,00f 5,001 750015000/ 10,00 30,00} 40,00] 750 22,50(30,00
23_[sulawesiTengsh = |~ $,30  83,70|30,00] = 4,70 7530/8000] 800  32.00] 4000 600 24,00[30,00
24 (SulawesiSelatan | . 500 8500[90,00| 500/ 7500(8000 " "460| ~"3¢00] 70,00] 3000 " 27,00/30,00
(25 [SulawesiBarat | . .500]  8500190,00] ~ 5.00| " 7500/80,00] ~ 30| . 37.00] 40,60 250" ~27,50] 30,00
26 Mfmﬁ&aﬁm; : ___467)" 7533]8000] " a00] " 36,00] 40,00 3,00 27,00/30,00
(27 _(Bal | 5001 750018000 5.00| 35,00{4000] 5,00 5,00] ~25,00[30,00
8 Nte T ..5:00]  75,0018000] 5,60] "35,00[40.00] s,0c _500| _25,00] 30,00
27N T 5,00 7500/80,00] 500 " 35.00] 40,00 5,00 25,00/30,00
39 Matuky © I 7,00f - 83.00[90,00] " 4,000 " 760080,00| "10,00] 3000|4000 750] . _22,50[30,00
31 Matukabtara T TTT30|” " '84,70]80,00] T "S.00]” T 75,00|80,00] * 4,60 3.00] 4000 ~3,00] " 27,00/30,00
;32 JPapua | __500| - &500[90,000 3,00] 7700|000 10,00 " 30,00| 40,00 7,50/~ 22,50/30,00
33 |Papua Barat 0,00t ~ 90,00{90.00]  0.00] " "80.06] 83,00 " .00, 3s.60l40.00| " " 77'300] T 27,00]30,00



T ,[ainpiranl'l a E _

i TPeraturan Dlrektur.lenderalPerbendaharaan :
o 'V’\.\'Nomor PER- 39 /'pajzgog

" .k'.irTanggal 24 Agustus 2099 .

BERITA ACARA REKONS*LIASI

DATA DANA BAGI HASIL PBB BAGIAN DAERAH
PERIODE BULAN ............. TAHUN i,

: Pada han |m RN tanggal ......;',.,.;.L ...... bulan TR AT, i tahun
R R (R telah dlselenggarakan rekonsiliasi Data Realsasi Penerimaan / Dana
o Bagn Hasll (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian -daerah untuk periode bulan
vemsenniens; Tahun ... antara ‘Provinsi ..o dengan Kanwnl rDitjen
: _'Perbendaharaan st dan Kanwil Ditjen Pajak . ' '

LTI T ST YOOy

Provmsn RGN memperoleh data DBH PBB baguan daerah dari masmg- .
el masing Kabupaten/Koa di. lmgkup Provmsn ORI berupa data DBH PB8 . baglan“.j.
o S L daerah yang telah dlte ma secara mmgguan ~

, Kanwnl ..... Dme Perbendaharaan ....... Fonvenssnnns memparoleh data DBH PBB baglan
R IR _daerah dari masmg-m sing KPPN di- lingkup mlayah Kanwil ... Diuen Perbendaharaan
SRR C erereeeenes ~berupa data DBH PBB bagian daerah yang telah disalurkan dalam bulan '
bersangkutan ke masin -masmg Kabupateanota secarg mmgguan ‘ :

' Kanwﬂ Dltjen Pajak .......... memperoleh data Realisasi Penerimaan PBB dari
‘masmg-masmg KPP Pratama di. lmgkup ‘wilayah Kanwll Ditjen Pajak ............. » berupa data

- “Realisasi - Penenmaan PBB per sektor dalam bulan bersangkutan untuk masing-masmg
Kabupateanota ' et . :

- Rekonsmasl dnlzksanakan secara’ bersama-sama. denga'nn"hasil nilai total Sébesar

 Rp. S RSO (¢ I-1 7 terlamplr) ,
8 Demlklan benla cara ini dlbuat untuk dxpergunakan seperlunya
. Gubemur i i
_(f; ............. (21 LTI T Y O TP rryere LITTTRRYS
Ka. Kanwil Ditjen Perbendaharaan............ " - Ka. Kanwil Dnjen Pajak .....................
NIP. i e, CNIPL i,
5 -
!




) Peraturan Dlrekturlenderal Perbendaharaan o
Nomor PER-' 39 /PBI’ODB »
Tanggal 24- AguStUS 2009
BERITA ACARA REKONSILIASI
; - DATA BIAYA PEMUNGUTA_ \PBB
PERIODE BULAN TAHUN .........
’ .}.pfa'da hari ini ........... A tanggal bulan eemeessreecirimsasnans tahu'n_-._'
di...l...... telah diselenggarakan rekonsiliasi Data Blaya Pemungutan Pajak -
Bumi dan Bangun n (BP-PBB) unluk periode bulan................ ‘ ‘Ifahunk .......... antara Provinsi -
e dengalL Kanwu vDi}tjen Perba_n_daharaan ..... dan Kanwil Dntjen
Pajak ..coeeeerenines peder R _ L
Provinsi memperoleh data BP~PBB dari masmg-masmg.i‘ o
"Kabupaten/Kota di ingkup Provinsn ..... SRR beruﬁa data BP»PBB yang telah dltenma -
secaramlngguan e e 8 e
Kanw:l ..... Dul;en Perbendaharaan ...... I memperoleh data BP-PBB dan A
_masing-masmg KPAN- di lingkup. wilayah Kanwﬂ ..... . Ditjen Perbendaharaan ............ berupa i
~data. BP-PBB yang telah disalurkan dalam bulan bersangkutan ke masmg-masmg‘ .-
.Kabupateanota se ramingguan o S o , .
, “Kanwil Ditje Pajak ....... memperoleh data Reahsasu Penernmaan PBB dari f
fmaslng-masmg KP Pratama di lingkup wilayah Kanwil Ditien Pajak ............. . berupa data - -

Realisasl Penerimaan PBB per sektor dalam bulan bersangkutan

untuk maslng-masmg
’ Kabupateanota. : ;

SR Rékonsilias: dllaksanakan secara bersama-sama dengan hasll mlai total sebesar:
CURPL i, (data terlampxr) ~

Demikian ber la acara ini dnbual untuk dnpergunakan seperlunya

Ka. Kanwil Ditjen Perbendaharaan o Ka Kanw:l Dxtjen Pa)ak .....................
NIP. oo, NIP. .... Sasveerbiiiienens




o Dana. Bagl Hasll (DB
L Kanw:l - Ditjen Perbs

. maslng Kabupateanot

Rpp .c-'-v-‘-'---o;v-.-‘u;o':o-'- -------- o

© pam

Lampiranili a

Nomor PER- 39 pa/z009

Tanggal 24 AFFUS tus 2009

BERITA ACARA REKONSIDASI
DANA BAGI HASIL BPHTB BAGIAN DAERAH

PERIODE BULAN tasessayaie TAHUN

--------

| | '[Pédé ‘hari ini .

daerah untuk periode -

Provmsn

bulan ...l Tahun.‘...... antara Provinsi ... dengan
Lndaharaan dan Kanwxl Dltjen Pa)ak ........................

memperoleh data DBH BPHTB bagian daerah dan masmg-
di lmgkup Provinsi .......... FRREIN berupa data DBH BPHTB baglan

daerah y yang lelah d:lenma secara mlngguan

Kanw:l Dllj
baguan daerah dari
Perbendaharaan
dalam bulan bersangku

Kanwnl Dmen P

L dari masmg -masing KP.
RN data Realisasi Peneri
Kabupaleanota R

1o

n Perbendaharaan

memperoleh data DBH BPHTB

..-berupa data. DBH BPHTB bagian daerah yang telah disalurkan
an ke masung masmg Kabupateancta secara mmgguan

vjak ..................... memperoleh data Reallsasn Penenmaan BPHTB
Pratama di lmgkup ‘wilayah Kanwil Ditjen Pajak ............. berupa
aan - BPHTB dalam ‘bulan bersangkutan untuk- masmg—masmg

(data terlamplr)

k‘yRekonsihasi d!la{sanakan secara bersama-sama, dengan hasll nllal total sebesar

Damlknan berita acara lnl dlbuat untuk dlpergunakan seperlunya

7 Ka. Kanwit Ditjeﬁk’ée

Peraturan Dxreklur Jendera: PPrbendaharaan

savsemyobotnn b e tanggal .-.......;;; ......... bulan Seevssesineetsinsrasionis tahun'
.,.....»....,...telah duselenggarakan rekonsnliasi Data Realisasi Penenmaan_
H) Bea’ Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagian

masmg-masmg KPPN' di Imgkup ‘wilayah  Kanwil - .. Ditien
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